
BUPATI B E N G K A Y A N G  
PROVINSI K A L I M A N T A N  B A R A T  

PERATURAN BUPATI B E N G K A Y A N G  
N O M O R  6 T A H U N  2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI N O M O R  8  T A H U N  2 0 1 9  
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAD AN 

PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M A H A  ESA 

BUPATI BENGKAYANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah 
diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, 
efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019  tentang 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola 
Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang belum 
cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi 

penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat 

Daerah sehingga perlu dilakukan Perubahan; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola 
Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang; 

1 .  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3823); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4 .  U n d a n g - U n d a n g  Nomor 33 Tahn 2004 t e n t a n g  
P e r i m b a n g a n  euangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 004 Nomor 1 2 6 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang 
Wilayah Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 177,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4925) ;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 15  Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12  
Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun 2016 tentang 
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016  Nomor 1 1 4 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
scbagaimana telah diubah dengan Peratutan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019  tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 8  Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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Menetapkan 

1 0 .  Perat uran Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2 0 1 7  t e n t a n g  

Manajemen Pegawai Negeri Sipi i  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7  Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

1 1 .  Peraturan Presiden Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 0  tentang 
Badan Nasional Pengelola Perbatasan scbagaiman 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 
Tahun 2 0 1 7  tentang Perubahan a t a s  Perat uran 

Presiden Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 0  tentang Badan 
Nasional Pengelola Perbatasan; 

1 2 .  Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2 0 1 5  tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018  Nomor 157) ;  

13 .  Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2 0 1 6  tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bengkayang Tahun 20 16  Nomor 11 ,  Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 1 1 )  sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 1 1  

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor I ,  

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang 
Nomor 1 ) .  

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATA 
PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAIIUN 2 0 1 9  TENTANC 

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN 
PENGELOLA PERBATASAN DAERAH ABUPATEN 
BENGKAYANG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2 0 1 9  tentang 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
2016 Nomor 8), diubah sebagi berikut 

1 .  Ketentuan Bab II Bagian Ketiga Struktur Organisasi Pasal 4 ayat ( 1 )  
huruf e di hapus, sehingga ayat ( I )  berbunyi sebagai berikut:  
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Bavian Kel i9pa 
«  

STRUKTUR ORGANISASI 

Pasal 4 

(1 )  Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah terdiri 
dari: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, membawahi: 

1 .  Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan 
2 .  Sub Bagian Rencana Kcrja dan Kcuangan. 

c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama, 
membawahi :  

1 .  Sub Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan 
2. Sub Bidang Fasilitasi Kerja Sama Kawasan Perbatasan. 

d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, 
membawahi: 
1 .  Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan; 

dan 
2. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan Batas Negara. 

e. Dihapus 
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2.  Ketentuan Bab II Bagian Ketiga Struktur Organisasi Pasal 4 ayat (2) 
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah 
Kabupaten Bengkayang, sebagaimana pada ayat ( 1 )  tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan Peraturan Bupati ini. 

3 .  Ketentuan Bab II Bagian Kedelapan Bidang Penataan Batas Daerah 
Pasal 2 1 ,  Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dihapus, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 1  dihapus 

Pasal 22 dihapus 
Pasal 23 dihapus 

Pasal 24 dihapus 

Pasal 25 dihapus 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, mcmcrintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bengkayang. 

J 

4 

Ditetapkan di Bengkayang 
p tanggal to nuor' 2020 

P_43 

.[ � 1::::G:::�:::�J:l;l�Nc.u���N:::•--A==-0==--N=- 
Diundangkan di Bengkayang 
pada tanggal Io Jonuor 2020 

IS DAERAH ' 
ENGKAYANG, / 

!' '  

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR G 
3 
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I 

KEPALA 

BADAN 

LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATT BENGKAYANG 

NOMOR : 6 TAHUN 2020 

TANGGAL I 70nu0 2020 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 

KABUPATEN BENGKAYANG 

.AGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 

ABUPATENBENGKAYANG 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL }] S E KRET ARLA T  [  
I  

I  

SUB BAGIAN 

ADMINISTRASI UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 

RENCANA KERJA 

DAN KEUANGAN 

I 

BIDANG 
KOORDINASI 

PERENCANAAN DAN 
FASILITASI KERJA SAMA 

I 

SUB BIDANG 

PENGELOLAAN POTENSI 

KAWASAN 

PERBATASAN 

SUB BIDANG 

FASILITASI 

KERJA SAMA 

KAWASAN PERBATASAN 

- 

I UPTB I 

I 

BIIDANG 
KOORDINASI 

PELAKSANAAN, 
MONITORING DAN 

. EVALUASI 
I 

SUB BIDANG 
PENGELOLAAN 

INFRASTRUKTUR - 

KA WASAN PERBATASAN 

SUB BIDANG 

PEMELIHARAAN DAN '-- 

PENGAWASAN 
I BATAS NEGARA 
I 

- 

BENGKAYANG, 

• 

CUSTINUS NAON 

s±L2; 
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